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ABSTRAK

Sulastri, Efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam
rumah tangga; Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak di Kota Parepare. (Dibimbing oleh Fikri, S.Ag dan Rustam Magun Pikahulan)

Penelitian ini membahas tentang Efektifitas paralegal dalam mendampingi
kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare, permasalahan
yang diajukan yaitu: bagaimana peran paralegal dalam kasus perceraian korban
kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan bagaimana efektifitas paralegal
dalam kasus perceraian korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh
dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik
deskriptif, wawancara (interview), observasi, dokumentasi, Data analisis yang
digunakan yaitu analisis induktif dan deduktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Peran paralegal dalam pada kasus perceraian
dan konflik lainnya dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat
pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di hingga
pada pengadilan serta melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan
memberikan pembelaan di persidangan, peranan secara umum melakukan pendekatan
kuratif dan preventif terhadap seluruh korban dan melakukan pendampingan serta
rehabilitas kepada seluruh korban yang ditangani sebagai klien dan Efektifitas
Paralegal pada kasus dapat dilihat dari efektifnya peran paralegal dalam
mendampingi para korban dilihat secara hukum bahwa masyarakat perlu
mendapatkan edukasi yang dapat diberikan oleh paralegal seperti edukasi dalam
penyuluhan hukum, tindakan pendampingan yang dilakukan oleh paralegal baik itu
pendampingan secara tugas dan kewajiban maupun peranan lainnya sebagai
pembantu hukum telah efektiif secara umum ditinjau dari seluruh aspek dari proses
pendampingan hingga pasca proses keputusan hasil.

Kata kunci : Efektifitas paralegal, kasus perceraian korban kekerasan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, kekerasan sering terjadi di mana hal tersebut telah
menjadi perhatian semua pihak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan secara
umum sangat sering terjadi dan secara klinis didefinisikan sebagai perilaku yang
dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan kerugian fisik dan mental.
mental.Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut
pemerintah untuk merespon dalam hal melindungi perempuan dan anak yang menjadi
korban kekerasan.!

Kekerasan perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang
sangat besar dan tidak tunggal, maka dari itu diperlukan suatu penanganan yang
kompleks terhadap korban kekerasan tersebut. Menanggapi masalah kekerasan yang
terjadi tentunya peranan dinas perempuan pemerintah daerah merespon dengan
membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A).2

Secara umum, terdapat kekerasan yang disebapkan oleh kekerasan dalam
rumah tangga yang tergolong pasa status KDRT, sebagai sebuah kasus yang diangkat
pada penelitian ini, sebagaimana dijelaskan terkait dengan definisi Kekerasan dalam
rumah tangga atau KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

! Irmawaty Sarip, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,”
(Universitas Negeri Gorontal,2013) h. 3

2 Niken Sitoresmi, “Pendamping Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak” (Dki Jakarta, 2010) h, 34



penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini
lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan
para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.®

Sebagai penjelasan lebih lanjut bahwa di Indonesia, secara legal formal,
ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini
adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini,
berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat
KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagali
persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa,
tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga
(penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan
tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara
pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya.

Secara umum keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-
masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun
ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga unsur keluarga
tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota
keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang
sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga,

keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak

3 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum Cet-1V (Semarang: PT Cipta Aditya bakti, 2016), h.191



senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki
sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Secara pandangan islam tentang KDRT bahwa Islam tidak mengenal istilah
atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara
tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan
banyak aya-tayat dalam al Qur’an maupun hadith yang memerintahkan para suami
untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman

Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 4 menyatakan:

- &
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Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan
kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas”*

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan
baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan
perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan
perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

Kekerasan atau violence dalam pemahaman umum merupakan wujud
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian,
kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam

bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak isteri dan anak,

4 Al-Hakim, Al-Qur’an dan Terjemahnya.



mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang
mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak.

Secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat dalam konvensi
tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tak berperikemanusiaan dan merendahkan.
Di Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan masalah yang
mengkhawatirkan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa:

Tabel 1.1 Kasus KDRT Kota Parepare

Tahun/Kasus KDRT
No Kecamatan
2020 2021
1 Bacukiki 2 15
2 Bacukiki Barat 3 17
3 Ujung 8 28
4 Soreang 10 14
Jumlah 23 74

Sumber Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anaak Kota Parepare

Berdasarkan data diatas maka kasus KDRT yang dialami oleh masyarakat
kota parepare tergolong tinggi, dengan jumlah kasus 74 pada tahun 2021
menunjukkan bahwa tingkat kekerasaan dikota parepare perlu untuk diawasi lebih
jauh.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kasus KDRT yang ditangani
oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari kasus
ringan hingga kasus berat. Bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Berbagai penyebab
dari terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan faktor pemenuhan ekonomi yang
kurang dan Beragam kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara

penanganan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait



dalam pendampingan kasus KDRT tersebut tentunya harus benar-benar tahu akar
permasalahan yang terjadi agar solusi yang diberikan tepat.

Salah satu peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan yaitu peranan
seorang paralegal, pendampingan yang dilakukan tentunya sangat diharapkan oleh
para korban ialah mendampingi korban KDRT. Dalam melaksanakan tugas
pendamping (paralegal) korban KDRT, tim advokad dan paralegal.

Dasar hukum yang kemudian diangkat oleh peneliti yaitu berdasarkan
Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan
Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara
cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah
orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga
bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan
Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum.?

Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk
legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum
atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti
pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan kasus atau
perkara, maka paralegal sering disebut dengan Legal Assistant. Pada kegiatan sehari-
hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari
keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah

hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

5> Supriadi. Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar. (Jakarta. Penerbit Sinar
Grafika. 2016) h,34



Paralegal dapat membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum
kepada korban KDRT. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus
diberikan kepada mereka yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di
luar pengadilan (Non Litigation) maupun di dalam pengadilan (Litigation) baik secara
pidana, perdata dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti seluk-beluk
pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.®

Beberapa isu serta konsep penelitian ini dijelaskan bahwa, isu diangkatnya
penelitian ini merujuk pada hasil obserrvasi dan wawancara singkat yang
menjelaskan bahwa peranan paralegal tidak secara efektif dirasakan oleh para korban,
disisi lain penelitian ini tentunya akan menindaklanjuti setiap kekurangan yang
diberikan oleh paralegal sebagai bentuk bantuan hukum kepada korban tersebut.

Penjelasan konsep penelitian ini lebih jelas bahwa keefektifitasan peranan
paralegal itu memberikan bantuan hukum secara litigation dilakukan oleh advokat
yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang
direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun
dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah
penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal.
Dalam melakukan pemberian bantuan hukum paralegal harus melampirkan bukti
tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan tujuan untuk mengetahui efektifitasan peran paralegal dalam mendampingi

kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan

6 Mulyana W. Kusumah. Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan. (Jakarta.
YLBH) h,78



perliindungan anak dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT).
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Paralegal dalam kasus perceraian Korban Kekerasan di

Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
2. Bagaimana Efektifitas Paralegal dalam kasus perceraian Korban Kekerasan di
Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang
ingin dicapai, begitupun pada penlitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas
maka penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui peran paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan
di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban
kekerasan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/peran sebagai
berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan
pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-
penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai
efektifitas paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah

tangga.



2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatasi kasus

perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian
terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian
yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan
beberapa penelitian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ediansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lampung Bandar Lampung, Pada Tahun 2016 Dengan Judul: “Upaya
Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. Hasil penelitian dan
pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) upaya penanggulangan
tindak pidana kekeras terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh
Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang
perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi
terkait dengan perlindungan anak. faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Polrestas Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan
terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan
berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita
(polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan
agar mendekati radio ideal.

Beberapa aspek persamaan dan perbedaan terkait dengan penelitian terdahulu

dan penelitian in bahwa, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dari sisi Variabel
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perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan, tinjauan
upaya serta efektifitasan menjadi sisi kesamaan penelitian ini, sedangkan aspek
perbedaan yaitu pelaku perlindungan yang dimana penelitian terdahulu fokus pada
upaya dinas perlindungan sedangkan penelitian ini kepada paralegal.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nizarwati, Mahasiswi Ilmu Politik FISIP
Universitas Airlangga, pada tahun 2013 dengan judul: “Bentuk Penanganan
Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2TP2A Di
Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretative,
penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk
menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT
digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam
implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A
melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum,
medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD
Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal
pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan
penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari aspek peranan
dan efektifitasan yang dimana kedua variabel penelitian tersebut serupa dalam hal
penanggulangan kekerasan perempuan dan anak, sedangkan aspek perbedaan yaitu
pada pelaku perlindungan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada peranan

paralegal sedangkan penelitian terdahulu kepada pemerintah dan P2TPA.
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Ramadhan, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum
Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan Judul: “Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh
dalam Penaggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam
Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota
Banda Aceh dalam upaya penanggulagan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari
sosialisi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan
layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota
Banda Aceh dalam upaya terhadap penangulangan pelecehan seksual terhadap anak
yaitu sulit untuk mengali infomasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak
yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meski-pun
telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan
seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan, serta anggaran yang
diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang
memadai. Upaya penaggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan
oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.
Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap
saling tolong menolong sesama muslim.

Berdasarrkan uraian penelitian terdahulu diatas, persamaan penelitian
terdahulu pada upaya dan peran serta efektifitasan suatu instansi yaitu P2TP2A dan
Paralegal, sedangkan sisi perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan
berdasarkan instansi yang melindungi korban kekerasan tersebut, disisi lain dapat

dikatakan bahwa sasaran penelitian memiliki perbedaan.
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B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori maupun konsep-konsep yang
dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk
menjawab permasalahan objek. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan
kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan
segala peraturan hukum vyang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya
merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.’

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir hukum adalah
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia didalam
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan — badan resmi yang berwajib.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja melihat bahwa hukum tidak hanya memandang

sebagai seperangkat kaidah dan asas — asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

" Satjipto Raharjo,llmu Hukum (PT. Citra Aditya Bakti,2018) h, 53
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masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk
mewujudkan hukum dalam kenyataan.

John Langshaw Austin melihat bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang
keluar dari seorang yang berkuasa dalam negara secara memaksa dan yang biasanya
ditaati. la menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem peraturan yang bersifat
memaksa dan berlaku umum serta bersumber pada pemegang kuasa pemerintah yang
di dalamnnya mencakup kewenangan pembuatan undang-undang. Hukum adalah
perintah baik langsung atau tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga
masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana
otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.

Secara Umum bahwa hukum dapat diberikan berbagai macam arti, dapat
dilihat menurut sudut pandangan dari mana aspek hukum itu yang akan diperhatikan.
Hukum mempunyai ciri yang tetap, para ahli membuat pengertian menurut
penggolongan hukum menjadi beberapa macam. Satu prinsip yang jelas bahwa
hukum mempunyai ciri yang tetap yaitu: pertama, hukum merupakan suatu organ
peraturan — peraturan yang abstrak, kedua, hukum merupakan suatu proses sosial
untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan — kepentingan manusia.®

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup
seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi dari hukum pidana itu
sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan

dalam suatu batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihatnya

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 4 (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2015) h.67

® Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Cet keempat (Ghal.ia Indonesia,
Yogyakarta, 2014) h. 17
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dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karena itu selalu ada sisi atau aspek tertentu
dari hukum pidana yang lain tidak masuk, dan berada di luar.°
2. Teori Peran

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran
disebut dengan “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in
undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau
pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki
oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. ' Peran berarti
sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas
yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau
status sosial dalam organisasi.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu
Illembaga/organisasi.Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisassi
biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga
tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam vyaitu peran yang diharapkan
(expected role) dan peran yang tdak dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan
peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentrajaningrat, berarti tingkahlaku individu yang

memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk

10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010) h,67

11 Syamsir. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan
Organisasi (Bandung: Alfabeta. 2014)
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kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi terte
ntu dalam organisasi atau sistem. 2

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang
berdasarkan status dan fungsi sosialnya.™®

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.* Dari beberapa
pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau
perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap
seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
3. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer
mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang
tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada
efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-
Undang atau peraturan.®

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian
tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi

12 Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi Il (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2018)

13 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Surabaya: PT Bina Iimu, 2018), h. 50.

14 Soekanto, Soerjono, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 243,

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta. Balai Pustaka,2015) h,78
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sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di
dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara
stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi
lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola
pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran
yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan
agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita
pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan
hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih
jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum
tergantung pada kepentingannya.'®

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada
bermacammacam, di antaranya yang Dbersifat compliance, identification,
internalization. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum

antara lain:

a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

16 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta. Penerbit
Kencana,2013) h,4
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d) Jika hukum vyang dimaksud adalah perundang-undangan, maka
seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan Dbersifat
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih
mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan
(mandatur).

e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat
aturan hukum yang dilanggar tersebut.

f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif
akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan
nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target
diberlakukannya aturan tersebut

i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga
tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum
untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam
masyarakat.!’

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada
umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali

sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.*®

17 Iffa Rohmah.,”Penegakkan Hukum”( diakses website tanggal 8 Januari 2022)

18 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta.
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2017) h,89
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Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal
pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam
penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan
perundang-undangan tersebut..

C. Kerangka Konseptual
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak — hak yang
diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek — subyek hukum melalui peraturan perundang — undangan
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat,
yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).
Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-
institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan
lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)
lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan
(prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di

maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.*®

19 La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics
58 (1 Januarl 2022)
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Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut :
a) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :

Memberikan hak dan kewajiban

Memberikan hak dan kewajiban

b) Menegakkan peraturan Melalui :

Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi
hukum berupa sansksi pidana dan hukuman.

Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar
kompensasi atau ganti kerugian.?

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam
pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana
perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a)  Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

20 Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, (Bandar
lampung:Universitas lampung, 2017) h,67
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keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi
di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum
terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan
kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan
hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat
dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.?

2. Konsep Paralegal

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas
hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum
baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan
yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.?

Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal

sering juga disebut dengan asisten hokum, dalam praktik sehari-hari, peran paralegal

2L http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html di akses 19 Januari 2022

22 Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi. (RajaGrafindo Persada. Mataram.2019) h,76
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sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan

advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang

dialami individu maupun kelompok masyarakat.

a. Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai paralegal antara lain:

1)

2)

Menurut Black Law Dectionary dalam bukunya Mulyana W.K.
menyatakan bawah Paralegal adalah :A person with legal skills, but who is
not an attorney, and who works under the supervision of a lawyeror no is
otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses
leading to derses in such specially are no afforted by many schools.
Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang
mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat
hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang
advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk
menggunakan keterampilannya.?

Menurut D.J. Ravindran paralegal adalah :Seseorang yang memiliki
pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum
materil, dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk : Melaksanakan
program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang
dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya yaitu;

a) Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa

menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;

23 Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan, (Yogyakarta: Indo

HKI percetakan, 2014) h.90
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b) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada
perselisihan;

c) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi
sebelum ditangani pengacara;

3) Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/
pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan
informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.?*

b. Dasar Hukum

Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan
bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 hurup a
menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal,
dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013
tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut
mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non
litigasi.Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan
layanan bantuan hukum.

3. Pengertian Perceraian
Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan

salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak

2 Mulyana W. Kusumah. Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan (Jakarta.
YLBH) h,57



23

memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.?® Dalam
kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami
dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.?®

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan
yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu
yang ditentukan dalam undang-undang.?’

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kuci yang menunjukkan hakikat
dari perceraian, yaitu:

Pertama : Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah
melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua :
Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu mengakhiri hubungan
perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya
seseorang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka
ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.

Ketiga : lafadz ta-la-ga mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui
ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan
putusnya perkawinan.?®

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu
bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang

memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat

%5 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta Multi
Karya Grafika, 2013) h,62

% J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka) h,55

27 Muhammad bin Qosim Al Ghozy, Fathul Qorieb, Jilid 4, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad
Sunarto, Al Hidayah, 2017) h, 114

28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2016)h,88
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diambil kesimpulan bahwasannya perceraian merupakan pemutus hubungan suami
dan istri serta hilanglah pula hak dan kewajiban suami istri
4. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derevatif, berasal dari kata
dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungan pada sebuah
sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di
antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah
pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau
dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan
satu sifat atau keadaan tentang sesutau. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi
bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian,
kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeraskerasan (bertengkar, keras-
mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi
keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras
(menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan
sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan),
dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).?®

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut, istilah yang digunakan dalam
tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang
memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban.

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya

orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga

29 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2018) h,67
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dapat berarti paksaan.30 Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud kekerasan
hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna
kekerasan dalam difinisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal
ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan
menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik
manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-
pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik
seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.3!

Berdasarkan undang undang terkait dengan kekerasan dalam Pasal 1 UU
Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU
PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang
dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen. 2 Berdasarkan
penjelasan diatas bahwa kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan
masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, terapi juga psikis.

Definisi yang agak umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh

Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri

30 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

31 Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi,
(‘Yogyakarta: Kunisius, 2017) h,98

32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT).
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pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.® Kekerasan dalam
definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban,
baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. oleh sebab itu, kemungkinan-
kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:
a)  Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
b) Kekerasan yang dimaksud justru tidak diingini oleh pihak lain sehingga
muncul istilah korban.
c) Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan
fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lalinnya
Definisi tersebut terakhir justru memaknai kekerasan dalam cakupan yang
luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis sekaligus. Masuknya kondisi
psikis pada rumusan tersebut barangkali karena psikis juga biasa menjadi sasaran dari
kekerasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Menurutnya,
kekerasan itu terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan
psikologis (psikis). Juga dijelaskan oleh Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam
bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya

dengan luka karena kekerasan fisik.3*

33 Haryatmoko, Etika...,, Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian lIbung, Dari Balik
Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018) h. 119-
120:

34 Haryatmoko, Etika...,, Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik
Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018) h,66
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Beberapa tindakan penelitian hendak untuk dikaji sesuai dengan kerangka

pemikiran yang dilakukan oleh peneliti, berikut digambarkan kerangka pikir sesuai

dengan konsep penelitian ini:

Kasus Perceraian Korban Kekerasan

!

Peran Paralegal

Teori Perlindungan
Hukum

Efektifitas
Hukum

Teori Maslahah
Mursalah

|

Efektifitas Paralegal Dalam Kasus Perceraian Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak)




BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan fokus kajian
pendekatan sosiologis dan yuridis yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis yaitu
suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas
yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang
digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan
perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan.®®

Adapun jenis pendekatan yang digunakan vyaitu pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam
bentuk transkip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui
angka, penelitian yang bersifat metode kualitatif yang mengungkap berbagai
keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam
kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.%® Pada penelitian ini, kajian fokus utama yaitu mengidentifikasi peranan dan
efektifitasan paralegal dalam kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga;
Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota
Parepare.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah di

JI.Chalik No0.08, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Kota Pare-pare yaitu pada Dinas

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Alfabeta: Bandung, 2018),
h,9

% Busrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet:l; Jakarta: Rineka Cipta,
2015),h,22

28
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan langsung dengan
objek penelitian yaitu Peran paralegal dalam kasus perceraian, Waktu Penelitian
Kegiatan dalam penelitian ini akan di lakukan selama 1 bulan.
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus
membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan
pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang
dihadapi dalam hal ini judul penelitian bertemakan “Efektifitas Paralegal dalam
kasus perceraian Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak’ sebagai suatu batasan penelitian..
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun
yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk
lainnya guna keperluan penelitian tersebut.>’ Adapun jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis
yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dari
wawancara.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperolen melalui wawancara dan penelitian
secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang akan di temuai pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perliindungan Anak.

37 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)(Jakarta: Rineka Cipta,2016),h.87
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud
penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi
pelengkap dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan
skripsi ini antara lain:

Teknik Field Research dilakukan dengan cara penelitian terjun terjun langsung
kelapangan untuk mengadakan penelitian ini dan untuk memperoleh data-data
kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk
memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni
sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pertama yaitu observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.3®
Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian
penulis mencatat data-data secara sistematik fenomena yang diselidiki yang
diperlukan dalam penelitian. *® Pada penelitian ini, bentuk observasi yang akan

dilakukan yaitu dengan mengikuti setiap tahapan proses penyelesaian kasus baik itu

38 M.Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan limu
Sosial Lainnya, (Jakarta:Kencana,2020),h.115

%9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta:Andi Offset, 2014), h.136
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sejak pelaporan hingga penyelesaian kasus. Dengan tahapan observasi yang akan
digunakan berdasarkan lembar observasi lapangan.
2. Interview

Interview atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan
sosial yang relatif lama. *° Pada penelitian ini, pedoman wawancara akan
menyinggung beberapa pertanyaan yang tarkait dengan peran dan efektifitas paralegal
dalam kasus perceraian korban kekerasan KDRT. Beberapa narasumber yang akan di
wawancarai yaitu Paralegal dan pihak dinas pemberdayaan perempuan dan anak.

Berikut daftar narasumber pada penelitian ini:

No Narasumber Jumlah Narasumber
1 | Paralegal 2Orang
Dinas Pemberdayaan
2| perempuan dan Anak 1 Orang
Total 3 Orang

3. Dokumentasi
Metode documentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam
metolog penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah,

maka bahkan documenter memegang peranan yang amat penting.*! Penelitian ini

40 M.Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu
Sosial Lainnya, (Jakarta:Kencana,2020),h.108

41 M.Burhan Bungi, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IImu
Sosial Lainnya, (Jakarta:Kencana,2020),h.121
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akan mengumpulkan berbagai bentuk dokumentasi baik itu proses observasi,
wawancara hingga seluruh proses pengumpulan data pada penelitian ini.
F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data guna mengatur validasi hasil
penelitian ini dilakukan dengan trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan asal atau
sumber data yang telah ada.*? Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan
dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan , melakukan pengecekan
dengan berbagai sumber, serta meperankan berbagai cara agar kepercayaan data dapat
dilakukan.
G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dari perjalanan dasar sehingga dapat ditemukan
judul dan dapat merumuskan hipotesis seperti yang direkomendasikan oleh data*?

1. Analisis Induktif

Analisis Induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data
berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu
kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data berdasarkan pada data

atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

khusus.

42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi DenganContoh Proposal dan
Laporan Penelitian (Bandung:Alfabet, 2015)

43 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, 2019



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota

Parepare merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlingan Anak yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan

di bawah dan bertangungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

Kepala Dinas : Hj Andi Rusia, SH., MH
Sekretariat :
Kabid Kesetaraan : Sriyanti Ambar
1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian
2) Kasi Data Informasi Gender dan Anak
3) Kasi Perempuan dan perlindungan
4) Kasi Ketahanan dan kualitas Keluarga

5) Kasi Kesetaraan gender bidang politik

2. Program Aksi

a.
b.

C.

PKK

DARMAWANITA

Kota Layak Anak
Pengarusutamaan Gender
Kualitas Ketahanan gender

Perlindungan Perempuan

33
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3. Layanan
a. P2TP2A
b. Puspaga

c. Balai Ainun
d. Konseling

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare
sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Oranisasi dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Parepare, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas
Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan ~ Anak Kota Parepare
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pel aporan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
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4. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
Misi ini mengandung makna bahwa strategi untuk mencapai Kesetaraan
dan Keadilan Gender (KKG) dapat ditempuh melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang
kehidupan dan pembangunan dengan pendekatan pengarusutamaan gender.
Misi ini ditetapkan berdasarkan kenyataan bahwa pendekatan pembangunan
yang selama ini dilakukan ternyata belum memberikan peran, akses dan
kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan.
b. Meningkatkan Kualitas Hidup dan PemberdayaanPerempuan
Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup
dan pemberdayaa perempuan dalam pembangunan yang menitikberatkan
pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan,
kesehatan dan politik serta penanggulangan  kekerasan pada
perempuan.Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai
bidang pembangunan, dengan peningkatanpemahaman dan komitmen
tentang pentingnya pengintegrasianperspektif gender dalam berbagai
tahapan, proses, dan bidang pembangunan. Misi ini ditetapakan
berdasarkankenyataan bahwa rendahnya kualitas hidup sebagian besar
perempuan di Kabupaten Belu adalah karena rendahnya pengetahuan.
c. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Terbatasnya wawasan dan rendahnya keterampilan sebagian perempuan

dalam berbagai bidang. Disamping itu rendahnya kualitas hidup perempuan
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juga disebabkan adanya kesenjangan gender dimana peran dan kesempatan
antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat
masih terdapat jurang pemisah, hal ini karena sistem tata nilai dan adat-
istiadat masyarakat yang masih mengaka.
Meningkatkan Sistim Data dan Informasi Gender dan Anak

Misi ini mengandung makna bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan
dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan
kekerasan serta penelantaran anak.Misi ini menekankan pada upaya untuk
meningkatkan suatu tata kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara
rohani, jasmani, maupun sosial.Sedangkan perlindungan anak dimaksudkan
untuk mengarahkansegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Upaya pencegahan preventif pada kekerasan rumah tangga

Misi upaya dalam pencegahan preventif yang dilakukan dimaksud
dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan
secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-
faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan
dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan
daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup

anti kekerasan terhadap perempuan.. seluruh kegiatan yang menitikberatkan
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pada pencegahan tersebut terus dilakukan baik itu menggunakan pendekatan
secara langsung maupun secara tidak langsung.
B. Peran Paralegal pada Kasus Perceraian Korban Kekerasan

Penelitian ini merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun pada
bagain awal penelitian ini, rumusan masalah pertama mengkaji terkait dengan
peran paralegal dalam kasus perceraian. Sebagaimana rumusan masalah tersebut
maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa paralegal Kota Parepare,

Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring
dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan
bantuan hukum sebagai gerakan politik untuk merubah ketidakadilan sosial
dimana paralegal mendapat peran pengorganisasian di berbagai kelompok miskin
untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan
perburuhan. Dengan demikian, Indonesia memiliki pengalaman gerakan
paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan
bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di
negara ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka jalan bagi
terungkapnya kasus KDRT dan memberikan upaya perlindungan hak-hak
korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak
boleh seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Namun
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana

penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya
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kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui
apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hal tersebut maka kemudian beberapa isu yang melatar
belakangi kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman
minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukum
alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan
dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan
ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu adanya upaya strategis
diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban
dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi
masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban.

Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah
pembuktian yang mendasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah
perlindungan korban. Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya ditujukan
kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang
melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau
pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga. Berdasarkan

seluruh penjabaran aturan diatas maka dipandang sangat penting untuk seorang
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paralegal memasang nama sebagai suatu lembaga yang bertugas dan berperan
untuk mendampingi dan membantu seluruh aspek hukum.

Dilihat dari wilayah Kkerjanya Paralegal komunitas dapat bekerja
bersamasama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan
dan kelompok masyarakat miskin kota. Dalam menjalankan tugasnya Paralegal
komunitas apabila diminta oleh masyarakat untuk mengambil tindakan secara
kolektif atau bersama-sama.

Beberapa hasil penelitian ini mengkaji secara spesifik terkait dengan
peranan paralegal yang kemudian sesuai dengan tugas dan perananya sesuai
dengan Undang-undang. Peneliti juga merujuk pada beberapa temuan dilokasi
penelitian yaitu jumlah kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare.yaitu sebanyak 74 kasus yang terbagi atas 4
kecamatan. Peranan paralegal diidentifikasi dan dikaji melalui hasil wawancara
kepada beberapa paralegal di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa contoh kasus yang
didampingi oleh paralegal yaitu terkait dengan jenis kekerasan yang paling
banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (46 kasus), disusul kekerasan
seksual (11 (kasus), penelantaran (8 kasus), kekerasan psikis (2 kasus),
trafficking (2 kasus), dan lainnya (6 kasus). Seluruh kasus tersebut beberapa
diantaranya telah diselesaikan. Secara spesifik bahwa alur pendampingan kasus
KDRT seperti halnya kekerasan fisik yang dialami oleh seorang wanita
disebapkan oleh pasangan mereka yang kemudian diajukan kedalam perkara
yang kemudian di damping oleh paralegal. Tahapan awal ialah paralegal

melakukan investigasi fakta terkait dengan laporan yang diajukan oleh pihak
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pelapor, setelah dilakukan investigasi masalah perkara lalu kemudian paralegal
menentukan aspek-aspek dalam perlindungan korban. Korban yang dimaksud
ialah mereka yang secara fakta dan terbukti secara dokumen hasil investigasi
paralegal di indikasikan bersalah, tahapan selanjutnya yaitu pendampingan di
persidangan, paralegal selama dalam proses persidangan dituntut untuk
memberikan arahan serta informasi yang sesuai dengan peraturan hukum. Jika
kemudian ditemukan fakta yang tidak sesuai maka paralegal memberikan nasehat
hukum kepada korban secara normatif. Setelah persidangan dilakukan lalu
kemudian para korban mandapatkan perlindungan korban serta diberikan fasilitas
berkaitan dengan kerugian-kerugian secara psikologis maupun materi.

Pembahasan paralegal menjadi kajian utama penelitian ini, sehingga
peneliti menjelaskan secara jelas terkait dengan paralegal yaitu orang yang
memberikan bantuan hukum non-litigasi yang telah mengikuti pelatihan khusus
dan dibuktikan melalui sertifikat pelantikan serta terdaftar sebagai organisasi
bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data
melalui observasi di lapangan dan hasil wawancara secara langsung dengan
korban kekerasan dalam rumah tangga serta paralegal di Kota Parepare, maka
diperoleh data mengenai bentuk pendampingan dan perlindungan terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga. yang dimulai sejak melakukan
pelaporan hingga selesainya kasus hukum tersebut.

Secara umum bahwa peran paralegal yaitu memberikan pendampingan
adalah agar korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam

hal menjalani proses hukum..
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Berdasarkan penjelasan informaan bahwa:

“Secara umum perananan para legal itu sama halnya tugas dan fungsi
paralegal yang diatur dalam undang undang, peranan utamanya yaitu
pendampingan, tapi sebenarnya bahwa kami itu selalu melakukan
pencegahan, jadi secara spesifik peran kami pencegahan terjadinya kasus
KDRT melakui sosialisasi dan solusi dari setiap peluang kekerasan
ditengah masyarakat”*

Berdasarkan pemaparan informan diatas, bahwa peran paralegal
mengikuti dasar fungsi dan tujuan dibentuknya paralegal yaitu melakukan
pendampingan, pendampingan dalam hal ini setiap proses hukum yang dilalui
oleh korban perlu untuk mendapatkan dampingan agar korban memahami alur
dan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informan lain menyebutkan fungsi dan peranan paralegal yaitu merujuk
pada beberapa strategi yang digunakan dalam hal program pendampingan yang
digunakan oleh paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik

secara kuratif maupun preventif:

“Kalau pendekatan kuratif itu seperti upaya pengobatan, baik itu kepada
korban secara langsung maupun korban lain yang hanya terkena dampak
dari suatu kekerasan misalnya, karena memang banyak hal yang bisa
dilakukan, multi peran, kalau pendekatan pencegahan itu sangat penting,
pencegahan adanya kekerasan yang kami utamakan sebagai paralegal”*

Senada dengan pandangan informan lain bahwa:

“Pencegahan itu jadi fokus utama kami, paralegal itu memang harus
mampu melakukan tindakan pencegahan yang optimal, itu juga yang
dikatakan dalam agama, bahwa pencegahan kekerasan itu penting dari

a4 Sappe Angka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022
4 Andi Erniyani Engka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara tanggal 25 Juni 2022
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pada mengobati korban, banyak diantara korban yang juga harus
mendapatkan tindakan kuratif*°

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa tindakan kuratif dan preventif
dinilai sangat penting, namun secara umum peranana tersebut lebih kepada
fungsi sebagai paralegal memang pada dasarnya yaitu preventif. Peneliti juga
menemukan beberapa hasil wawancara yang sedikit berbeda tentang fungsi dan

peran paralegal secara pendekatan psikologi yaitu:

“Pendekatan yang juga kami lakukan itu adalah pendekatan psikologis,
pendekatan tersebut dinilai sangat efektif baik itu kepada korban maupun
pelaku, pendekatan secara individu ini sangat efektif dalam mendukung
peranana utama pendampingan paralegal”*’

Pendekatan kepada pihak korban (pendekatan prikologis) memberikan
layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban, Pemberian
kecakapan hidup/life skillskepada pihak korban, Bantuan hukum baik litigasi
maupun non-litigasi kepada pihak korban. Semua hal tersebut menjadi modal
utama peranan paralegal baik itu kepada korban maupun pelaku kekerasan di
Kota Parepare.

Beberapa program penting yang dijadikan sebagai tugas dan peran
paralegal yaitu:

1. Layanan Pendampingan
2. Layanan Rehabilitas

Kedua layanan tersebut menjadi program yang telah dibuat telah

dilaksanakan dengan baik, agar peran dan efektivitas paralegal dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan bisa maksimal.

46 Andi Erniyani Engka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara tanggal 25 Juni 2022
47 Sappe Angka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022
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Terkait program di atas yang diberikan oleh paralegal kepada korban
kekerasan.

Secara khusus dijelaskan dalam aturan dan peran yang peneliti temukan
sebagai data utama dari paralegal bahwa terdapat beberapa kewajiban yang perlu

untuk diperhatikan yaitu:

“Berkaitan kewajiban kami paralegal yaitu; 1. Menjelaskan kemungkinan
resiko yang timbul akibat tindakan tersebut, keuntungan dan
kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat
sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab
bersama; 2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap
anggota masyarakat; 3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi
organisasinya; 4. Pada kasus-kasus tertentu adalah kewajiban bagi
Paralegal untuk menggunakan kewenangan atau kebijakannya untuk
bertindak asalkan tidak merugikan kelompoknya. 5. Ketika memberi
nasihat, Paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan
konskuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.”®

Berdasarkan penjelasan diatas, peran dan kewajiban paralegal secara
umum telah tersusun dengan rapih sebagai suatu aturan yang mesti untuk
dijalankan. Ruang lingkup kerja Paralegal meliputi dua hal, yaitu:
Menghubungkan komunitasnya yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran
hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada; dan Menjalankan fungsi-
fungsi mediasi, advokasi dan pendampingan bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, paralegal diharapkan mampu
menjalankan tugas Pemberian bantuan hukum yang terdiri dari:

1. Melakukan Investigasi Kasus.

2. Melakukan Konsultasi Hukum.

48 Sappe Angka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022
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3. Melakukan Pendampingan di Luar Pengadilan. %°

Pendapat tersebut peneliti dapatkan dari beberapa uraian tugas dan
kewajiban para legal dari hasil wawancara. Disisi lain berdasarkan hal tersebut,
selain itu juga dapat melakukan tugas pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari
melakukan pendidikan hukum pada masyarakat sekitar dan melakukan
pengorganisasian terhadap masyarakat.

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Peranan paralegal juga itu melaksanakan program-program pendidikan
sehingga di kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak
dasarnya; lalu memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga
mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka.membantu
melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik; melakukan
penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani
pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan
pengumpulan buktiyang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan

dengan kasus yang dihadapi’*

Berdasarkan penjelasan paralegal diatas, bahwa secara prakteknya saat ini
peran paralegal semakin berkembang, sejalan dengan adanya kebutuhan
masyarakat atas akses terhadap keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal
(Pokja Paralegal adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa
organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum
dan pemberdayaan masyarakat seperti yang berhimpun untuk tujuan bagi

penguatan dan pengembangan keparalegalan di Kota Parepare secara khusus.

4% Andi Erniyani Engka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara tanggal 25 Juni 2022
50 Sappe Angka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara Tanggal 24 Juni 2022
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Jika peneliti kemudian menjelaskan terrkait dengan pentingnya peran
paraleegal, Secara khusus, terdapat tiga alasan mengapa peranan paralegal sangat
penting untuk dalam membantu mengakses keadilan, yaitu:

1. Pertama, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (familiarization) sistem
hukum bagi kelompok miskin dan marjinal seperti perempuan. Sebagai
penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna
sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh perempuan dengan
prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal
menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan awam sejalan
dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal.

2.  Kedua, paralegal lebih mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal
lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau
advokat.

3.  Ketiga, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok
perempuan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain
termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.>!

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengaitkan hasil kajian terkait
dengan peran paralegal dengan menjelaskan intisari Undang Undang tentang
bantuan hukum, bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2016 Tentang Bantuan Hukum, dengan adanya paralegal diharapkan masyakat
dapat mengakses hukum secara merata.

Sehingga sebagai seorang paralegal dapat diartikan sebagai seseorang

yang membantu advokat dalam menangani masalah hukum. Disisi lain juga

51Dokumen Hasil Observasi Kantor Paralegal Kota Parepare
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bahwa paralegal adalah orang — orang yang telah melaksanakan Pendidikan
hukum secara cepat yang dilaksanakan oleh LBH yang dapat bekerja membantu
masyarakat miskin dakam menghadapi masalah hukum,

Sedangkan jika mengkaji terkait dengan paralegal yaitu fokus dengan
permasalahan hukum kasus kekerasan perempuan dalam memberikan bantuan
hukum. Istilah kekerasan pada umumnya diartikan sebagai tindakan seseorang
maupun segerombol orang yang membuat orang lain terluka secara fisik dan
emosional. Korban kekerasan biasanya adalah seorang perempuan. Kasus ini
marak terjadi dalam masyarakat, kekerasan terhadap perempuan artinya berupa
perilaku yang terjadi berdasarkan perbedaan identitas jenis kelamin yang
mengakibatkan tidak berdaya, kesakitan fisik, psikis dan seksual seorang
perempuan.

Peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan seputar syarat menjadi

seorang paralegal yaitu sebagai berikut:

“Beberapa syarat menjadi paralegal yang harus dipenuhi sebelum menjadi
paralegal itu kalau kita aturannya itu harus berkewarganegaraan
Indonesia; umur juga berusia minimal 18 dan juga harus memiliki
kemampuan membaca dan menulis”>?

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam melakukan tugasnya paralegal
memiliki kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi yang mengikat
anggotanya. Terdapat etika yang harus dilakukan oleh paralegal dalam
menjalankan tugasnya yakni etika dalam hubungan paralegal dengan masyarkat
harus percaya, sabar, bersikap terbuka, menginformasikan apa yang seharusnya

disampakan dan tidak boleh menyesatkan masyarakat, serta menjaga kerahasiaan

52 Andi Erniyani Engka, Paralegal Kota Parepare, Wawancara tanggal 25 Juni 2022
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yang bersifat personal dalam masyarakat dan lain sebagainya. Aturan paralegal
dalam menjalin hubngan dengan kekuasaan kehakiman dan juga lainnya harus
sesuai dengan norma yang ada dan sepantasnya dalam bersikap.

Etika paralegal dengan teman sejawat harus berhubungan baik dan
paralegal titak diperbolehkan untuk merebut perkara yang telah ditangani oleh
paralegal lain. dan yang terakhir adalah paralegal dengan advokat dan OBH
dalam hal hubungan paralegal harus membantu advokat dalam mengurus
dokumentasi, serta peristiwa — peristiwa penting lainnya.

Secara kesimpulan penelitian bahwa fungsi paralegal adalah untuk
memberikan fasilitas untuk membentuk kelompok masyarkat, mengayomi,
mendidik masyarakat dan melakukan pemilahan sosial, mendorong masyarkat
tuntutan dan dokumentasi. Paralegal memiliki Batasan tersendiri dalam
melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam
Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam persidangan
pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat saja, paralegal
tidak diperkenankan. Dengan demikian bantuan hukum dapat diberikan paralegal
jika suatu kasus diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi saja.

Peneliti kemudian menjelaskan terkait dengan hambatan yang ditemukan
oleh paralegal dalam mendampingi korban , Salah satu bentuk hambatan yang
banyak ditemukan di lokasi yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap anak
adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu
mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak

yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk



48

diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan
hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak
untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan
sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku
tindak pidana.

Pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki
peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak

akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat,

“Kebanyakan kesalahan dan terjadi dilapangan ketika sedang menangani

kasus dan pada saat mereka melakukan konsultasi, keluhan seperti

ketidak adilan aparat dalam menangani kasus kasus kekerasan”>

Hal tersebut di atas juga berfungsi untuk membela dalam hal materinya
yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa
keadilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Beberapa kendala yang sering ditemui dilapangan diantaranya yaitu:

“Bagi saya pribadi, kendala dalam penanganan kasus ialah beberapa hal,
tidak adanya persamaan persepsi antara pihak BAPAS dengan pemberi
Bantuan Hukum (BAPAS seolah-olah bertindak sebagai Pengacara atau
BAPAS tidak mau mengadakan pembelaan)”>*
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Disisi lain khusus pada kondisi korban bahwa:

“Banyak yang kami temukan seperti psikologi korban susah ketemu. tidak
efektifnya pemulihan terhadap anak berhadapan dengan hukum, terhadap
kasus pelecehan seksual misalnya, kebanyakan terhambat karena tidak
cukup bukti, yaitu tidak ada saksi selain korban. pada saat pemeriksaan
saksi, Pemberi bantuan hukum tidak diberikan informasi sehingga saksi
tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (Penegak Hukum tidak

mengerti mengenai saksi), penasehat Hukum Anak Korban tidak

diperkenankan masuk di persidangan”>®

Pelaksanaan tugas paralegal menghadapai beberapa kendala tersebut bisa
berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak
korban. Kendala yang dihadapi paralegal secara langsung akan memberikan
kesulitan dalam melaksanakan tugas pendampingan, selain itu juga akan
berdampak pada pelayanan yang diterima bagi korban anak. Pelaksanaan
pendampingan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mampu
menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi, selain itu keterbukaan dan
akses kemudahan informasi yang diberikan oleh korban akan memberikan
kemudahan bagi paralegal dalam memberikan pendampingan.

Perlu ada pengembangan terhadap efektivitas paralegal, baik dari segi
kuantitas jJumlah maupun kualitas paralegal dalam memberikan pendampingan,
sehingga peran yang dimiliki oleh paralegal mampu diberikan secara maksimal.
Pembaharuan dan pengembangan program paralegal yang tidak hanya terbatas
pada Kinerja, tetapi juga sangat diperlukan sinergitas antar lembaga penyedia
layanan agar kepentingan korban terlindungi, serta kenyamanan terhadap anak

sebagai korban dapat tercipta.
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“Bagi saya pribadi sebagai masukan bahwa perlu adanya penguatan dan
pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan
yang memuat dan mengatur mengenai paralegal dalam mendampingi
anak yang berdahapan dengan hukum. Penguatan juga diperlukan
terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak
pidana kepada anak, karena sampai sekarang ancaman hukuman yang
diberikan masih dianggap sangat ringan bagi pelaku.”®

Secara garis besar Paralegal mempunyai wilayah kerja dan menjadikan
paralegal sebagai ruang lingkup kerja dari Paralegal itu sendiri. Komunitas
sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang
berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.
Dalam pandangan Lembaga Bantuan Hukum yang dimaksud dengan komunitas
adalah Kelompok masyarakat miskin dan marjinal yang menjadi binaan dan
dampingan LBH diantaranya komunitas/kelompok petani, buruh, perempuan dan
anak, masyarakat miskin kota dan komunitas-komunitas lainnya.

Berdasarkan penjelasan beberapa informasi saat turun kelapangan bahwa
fungsi dasar Paralegal adalah untuk membantu advokat dalam pekerjaan
persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam
pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan
hukum. Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat
bernaungnya paralegal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian
dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat
dapat dijalankan pekerjaannya tentang pesiapan, investigasi, memberikan
konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum

ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan
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masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para
legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal
membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang
diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu
jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.

Peneliti menyimpulkan bahwa peranan paralegal yaitu peranan dalam hal
pendampingan dan rehabilitas dengan menggunakan pendekatan preventif dan
kuratif baik kepada korban maupun kepada pelaku kekerasan tersebut.

. Efektifitas Paralegal pada Kasus Perceraian Korban Kekerasan

Penelitian rumusan masalah kedua vyaitu terkait dengan efektifitasan
paralegal pada kasus KDRT pada perceraian, jika merujuk pada fungsi dan tugas
paralegal yaitu mendampingi serta memberikan bantuan hukum maka
efektifitasan tersebut mengenai keefektivitasan dari implementasi pemberian
bantuan hukum, maka tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Tentu jika suatu
aturan hukum ditaati oleh target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan
hukum itu adalah efektif. Namun, sekalipun dapat dikatakan efektif, tetap masih
dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektivitasnya.

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada
kepentingannya. Jika ketaatannya sebagian besar warga masyarakat terhadap
suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang atau hanya takut sanksi,
maka derajat ketaatannya sangat rendah. Pemberian bantuan hukum terhadap
korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh
korban. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum

dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini, jika membiarkan
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korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat
pada semakin buruknya kondisi korban kejahatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika membahas tentang efektifitasan
paralegal diantaranya yaitu sebagai seorang public service, dikatakan bahwa
paralegal tersebut dinilai sebagai komunitas dan lembaga independen.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber bahwa:

“Bagi saya pribadi, paralegal itu sangat efektif karena mereka melakukan

dampingan yang sangat berperan, dan memang kami selalu didampingi,

mudah dihubungi dan juga pro pada keadilan®’

Disisi lain bahwa bicara soal ekonomi masyarakat dengan kondisi sosial-
ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu
(onvermogen) atau kurang mampu (mindervermogen) untuk menggunakan dan
membayar jasa advokat sehingga paralegal memberikan jasanya dengan cuma-
Cuma, sehingga peneliti mengkategorikan alasan bahwa efektifnya peranan
paralegal dinilai dari pelayannya sebagai public service.

Hal ini juga sangat berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana
paralegal dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode
kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-
petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan
kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara paralegal yaitu:

“Edukasi terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat baik itu terkait
dengan memahamis ecara jelas tentang apa apa saja yang eprlu untuk
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mereka hindari dan perlu untuk mereka ikut, edukasi ditengah masyarakat
itu penting untuk dilakukan”®®

Merujuk pada efektfitasan pendampingan, maka peneliti menyimpulkan
beberapa aspek efektifnya pendampingan yang dilakukan oleh paralegal, seperti
halnya yang disampaikan bahwa beberapa tahapan atas pendampingan yang
dilakukan.

Efektifnya pendampingan dikarenakan dilakuakn sesuai dengan prosedur
pendampingan yaitu dimulai pada tahap konsultasi, paralegal mencatat identitas
diri, mendengar dan mencatat permasalahan, menguatkan psikologis korban,
menanyakan keinginan korban, menginformasikan aspek hukum dari
permasalahan yang dialami korban, menginformasikan kendala-kendala jika

korban ingin menempuh proses hukum, membuat Surat Kuasa dan lainnya.

“Tahapan pertama itu adalah tahapan konsultasi terlebih dahulu, ini
sangat efektif dilakukan karena memahami alur kasus ini”

Jika kemudian peneliti mengaitkan beberapa kasus yang ditangani oleh
paralegal bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat sering terjadi disekitar
kita, banyak sekali kasus — kasus kekerasan terhadap perenpuan yang diakibatkan
karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum
khususnya di Kota Parepare. Seperti yang telah dijabarkan di atas kekerasan
terhadap perempuan juga marak terjadi di Kota Parepare. Peranan paralegal
sebagai pememberi bantuan hukum sangat penting untuk menekan terjadinya
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di beberapa wilayah kota

parepare.
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Secara teoritis bahwa tahapan paling awal sebagai seorang paralegal
adalah mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta
harus didukung dengan ketrampilan teknis bagaimana berkomunikasi dengan
semua pihak, oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggambarkan secara
umum langkah-langkah awal dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarkan
fakta serta menggalang dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi
harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab hal tersebut sangat mempengaruhi
langkah lanjut dari advokasi, seperti penggalangan dukungan. Penggalangan
dukungan bisa dilakukan lewat media atau pengorganisasian komunitas. Dua
unsur ini menentukan keberhasilan saat mengadvokasi suatu kebijakan atau
praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai salah satu contoh yang dijabarkan penelitian pada salah satu
kasus KDRT vyaitu kekerasan fisik kepada seorang Ibu. Proses tahapan awal yang
dilakukan oleh paralegal yaitu mencari fakta yang terkait dengan kekerasan yang
dilakukan oleh pihak yang diduga yaitu suami dari korban, selanjutnya yaitu
pendampingan dilakukan secara ntensif terkait seluruh kebutuhan yang
diperlukan didalam proses penyelesaian perkara kasus kekerasan KDRT tersebut,
pendampingan selanjutnya yaitu advokasi atau pendampingan selama penyidikan
dilakukan, pihak paralegal meyakinkan adanya perlindungan alat dan bukti
selama proses penyelidikan terhadap korbvan dan pelaku KDRT tersebut,
selanjutnya yaitu pendampingan selama persidangan setelah dilakukan
penyidikan.

Efektifnya peran paralegal dalam mendampingi para korban dilihat secara

hukum bahwa masyarakat perlu adanya edukasi yang dapat diberikan oleh
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paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum
yaitu menyebar luaskan berita mengenai peraturan perundang — undangan yang
berlaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat untuk menyalurkan

upaya dalam kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

“Salah satu guna dari paralegal yaitu adanya dampingan yang dilakuakn
secara spesifik kepada para korban, kasus yang didalami seluruhnya
dikonsultasikan dengan baik dianatara korban dan paralegal”

Salah satu informan berpendapat bahwa:

“Menurut saya, paralegal ini sangat efektif membantu korban dalam
segala hal, saran dan motivasiinya juga sangat membantu korban selama
proses persidangan hingga akhir, proses konsultasi sampai dengan pasca
sidang masih tetap terus didampingi’>®

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan
mayoritas yang dilakukan oleh paralegal yaitu dampingan yang dilakukan
tentunya bersifat profesional dimana pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal
merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang
hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti
pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai
organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau
organisasi Bantuan Hukum, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari
keadilan. Pengertian pihak paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas
pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang

yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan
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pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Jika setelah proses konsultasi dan penentuan fakta fakta dilapangan lalu
kemudian hasil-hasil pencarian fakta dapat saja disampaikan secara langsung
kepada pembuatan kebijakan otoritas keamanan, atau otoritas hukum, tanpa
melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, pendamping perlu menjelaskan
secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan
keluarganya secara langsung atau tak langsung. Misalnya: demi alasan keamanan
dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban
disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke media. Langkah
ini memiliki kekuatan tersendiri, karena kerap kali sikap dari target advokasi,
dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang
baik, enggan bekerja sama, bahkan mungkin sama sekali menolak ditemui.

Setelah memberikan konsultasi tahapan selanjutnya yaitu pasca

konsultasi, berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Jadi setelah selesai tahap konsultasi, langkah selanjutnya yang harus
dilakukan oleh paralegal adalah menghubungi lembaga-lembaga layanan
dan mendampingi korban untuk memperoleh layanan, menghubungi dan
mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan
dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus,
mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan
kepentingan pembuktian.”®

Tahapan ini sangat penting untuk dilakukan baik itu oleh paralegal
maupun oleh korban secara mandiri. Rujukan pasca konsultasi menjadi obat

pertaama bagi korban dan merupakan bantuan pendampingan tahapaan penting.

60 Sappa Sao, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022



57

Selanjutnya yaitu pendampingan ke kepolisian, apabila kasus tersebut,
diputuskan untuk dilakukan melalui jalur hukum, maka langkah selanjutnya
adalah melakukan pendampingan di kepolisian untuk melaporkan tindak pidana
yang dialami korban, yaitu mendampingi korban saat membuat laporan dan
memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat,
mendampingi korban ke Rumah Sakit untuk Visum serta mendampingi korban
saat diperiksan.

Berdasarkan hal tersebut maka seorang paralegal akan sangat baik bila
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam melancarkan misi
pencarian fakta maupun juga berkomunikasi dengan pihak pembuat kebijakan,
otoritas resmi, komunikasi media, sampai dengan komunikasi massa.
Keberhasilan komunikasi pada lingkup ini juga akan sangat ditentukan oleh

kemampuan seorang paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.

“Juga menjadi sangat disayangkan ketika suatu kasus itu berlanjut kerana
hukum, kami selalu melakukan pencegahan preventif dan privatif secara
kekeluargaan sebenarnya, namun kalau harus sampai ke rana hukum

maka tetap kami lakukan pendampingan”®

Setalah melakukan pendaampingan hingga pada ranah kepolisian lalu
kemudian pemantauan daampingan kejaksaan dan pengadilan, salah satu

informan berpendapat bahwa:

“Apabila kasus yang didampingi paralegal sudah lengkap, pihak
kepolisian akan melimpahkan berkas ke kejaksaan untuk dilakukan
penuntutan dan selanjutnya akan diproses dalam sebuah pengadilan
terbuka (kecuali pada kasus tertentu). Paralegal perlu mendampingi
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proses di kejaksaan hingga pengadilan, dalam artian ini, tugas paralegal
berakhir ketika sudah ada keputusan final’®2

Tahapan akhir ialah pendampingan disaat keputusan sudah final maka
tidak selamanya paralegal mendampingi korban tindak pidana. Adakalanya,
seorang korban disangka telah melakukan sebuah tindak pidana. Terhadap
korban yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka paralegal perlu
mendampingi dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak
yang termasuk dalam paralegal merupakan orang yang memiliki keterampilan
dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara
dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan
yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan
pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum, yang berperan
membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Pengertian pihak paralegal
tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana
hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi
mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi
manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak
mampu.

Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum berada di bawah
pengawasan setiap Lembaga Bantuan Hukum, di mana dalam melakukan
tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan keahlian hukumnya yang diberikan
kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada setiap Lembaga

Bantuan Hukum
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Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu
upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Paralegal
memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum yang
menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan
belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka
kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan
mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini menunjukkan
bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
mampu secara ekonomi, sehingga diperlukan upaya memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hokum.

Keberadaan Paralegal dalam memberikan bantuan dan pendampingan
hukum, harus mempunyai tujuan dan arah program yang jelas, sehingga sasaran
program kerja dapat tercapai, salah satu informan menyebutkan bahwa dasar
efektifnya suatu pendampingan jika:

1. Dampingan kepada masyarakat Miskin,

N

Dampingan annak Berhadapan dengan Hukum,

C

Dampingan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Dampingan kepada Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Hukum.

Secara khusus, efektifnya suatu pendampingan itu jika:

“Seorang paralegal itu dasar efektifnya suatu pendampingan jika
melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan yaitu tahap
penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan dipengadilan serta
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melakukan pendampingan ketika dversi dilakukan dan memberikan
pembelaan di persidangan

Senada dengan beberapa teori terkait dengan syarat dampingan yaitu
sebagai berikut:

1. Dampingan terhadap Anak sebagai korban (Anak Korban), bentuk
pendampingannya:

a) Melakukan pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke
Kepolisian, tentang tindak pidana yang dialaminya sendiri;

b) Pendampingan secara psikologis;

¢) Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan;

d) Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.

2. Terhadap Anak sebagai Saksi (Anak Saksi), bentuk pendampingannya:

a) Melakukan pendampingan pada saat Anak Saksi melapor ke
Kepolisian, tentang tindak pidana yang dilihat, didengar dan/atau
dialaminya sendiri.

b) Pendampingan secara psikologis.

¢) Melakukan monitoring pada saat memberikan kesaksian pengadilan.

d) Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi perempuan dan anak
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak dan perempuan
Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib,
bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan

perkembangan masyarakat Indonesia.

63 Sappa Sao, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Tanggal 23 Juni 2022
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Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan
bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat sangat
efektif ditinjau dari aspek membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah
hukum dengan memahami langkahlangkah pendampingan yang sesuai dengan
tahapan penanganannya.

Tahapan pendam\pingan hukum dimulai dari tahap konsultasi hingga
sampai pada ranah pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang
menyatakan bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan
Hukum.5

Sebagai suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan
yang telah diberikan yaitu berupa perlindungan yang diberikan oleh paralegal
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat
dalam peraturan perundang — undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu — rambu atau batasan — batasan dalam
melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

64 Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
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pelanggaran Selain pengertian dari hukum tersebut, sebelum meneliti mengenai
pengertian perlindungan hukum, akan membahas pengertian daripada korban.

Pengembangan hak-hak anak dan perempuan dalam proses Peradilan
Pidana mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan mengerti
permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional
dan terpadu sebab pengembangan hak anak dalam proses Peradilan Pidana
adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi antara berbagai fenomena yang
saling terkait dan saling mempengaruhi.

Hasil peneltian diatas kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori
pada kajian Teoritis menggunakan teori perlindungan hukum, hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa peranan dari paralegas sebagai pendampingan kepada
korban sangat efektif hal tersebut senada dengan teori perlindungan hukum yang
menyebutkan bahwa peran paralegal menunjukkan implementasi teori
perlindungan hukum vyaitu pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum
kepada setiap warga masyarakat sebagaimana dilakukan oleh pengacara lainnya
yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar
jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan
aktifitas keparalegalan.

Teori perlindungan hukum senantiasa mengingatkan bahwa hukum itu
harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan keperanan sebagai tujuan
hukum, timbul pertanyaan apakah perangkat hukum selama ini sudah mampu
memberikan tiga pesan tersebut. Ada dua hal berbeda yang perlu
diharmonisasikan oleh pembuat hukum, penegak dan pemakai hukum,karena

sistem hukum suatu Negara yang menyusun tatanan hukum dengan produk
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hukum positif adalah masih terkait dengan ranah politik berbeda dengan pemakai
hukum yaitu warga Negara adalah tidak dalam ranah itu. Peranan dari paralegal
kemudian berusaha untuk mewujudkan ketiga hal tersebut agar dapat dirasakan
oleh para korban.

Pada teori selanjutnya yaitu teori peran yang menjadi sumber hukum
untuk kemudian dapat memberikan asas peranan dalam suatu kebijakan kepada
setiap orang. Pembentukan hukum berdasarkan peranan ini telah diwujudkan
sebagai bentuk peran dari dibuatnya lembaga paralegal agar kemudian dapat
membantu para korban yang tidak mampu untuk menyewa dan mendapatkan
dampinngan secarra hukum. Sehingga peluang untuk dicurangi serta
mendapatkan perlakuan negatif minim. Hal tersebut semata-mata dimaksudkan
untuk mencari peranan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang
menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat
sangat luas. Peranan yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang
berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.
Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada
suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat.
Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan
tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

Teori selanjutnya mengkaji tentang efektfitasan Hukum yang
menyebutkan bahwa efektifitasan hukum dikaji sebagai salah satu bentuk
pembuktian bahwa hukum yang berlaku telah sesuai dengan kesalahan yang
dilakukan dan hasil dari putusan memberikan efek jera terhadap pelaku serta

dapat secara adil dirasakan dari pihak korban.
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Efektifitasan hukum senantiasa dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh
mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan
adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu
efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat
efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum
tergantung pada kepentingannya.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan
bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian,
sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau
tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.®®

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti lakukan terhadap beberapa
sumber tambahan bahwa dilapangan dalam memberikan bantuan hukum, ada
juga lembaga bantuan hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang
menjadi paralegal, yang awalnya seseorang tersebut mempunyai masalah hukum
atas dirinya. Dalam prakteknya setelah mendapat arahan dari seorang advokat
yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum tersebut, seseorang yang pernah
mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum pula berupa

pendampingan, masukan pengalaman-pengalaman tentang masalah hukum yang

85 Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." (Repository IAIN Parepare, 2020).
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dihadapinya, memberikan dorongan semangat, bertukar pikiran tentang masalah
yang sama-sama pernah mereka alami. Dengan demikian rasa empati, rasa
solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan akan timbul diantara mereka,
yang nantinya diharapkan dapat meringankan beban mental dan psikologis si
korban serta dapat mempermudah si korban memahami bagaiman proses hukum

yang dialaminya.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Efektifitas paralegal pada kasus
perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga; Studi Kasus di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare. Peneliti
menyimpulkan bahwa:

1. Peran Paralegal pada kasus perceraian korban kekerasan dan konflik lainnya
dilakukan dengan bentuk pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan,
yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan,
melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan dan memberikan
pembelaan di persidangan, peranan secara umum melakukan pendekatan
kuratif dan preventif terhadap seluruh korban dan melakukan pendampingan
serta rehabilitas kepada seluruh korban yang ditangani sebagai klien.

2. Efektifitas Paralegal pada kasus perceraian korban kekerasan dapat dilihat dari
efektifnya peran paralegal dalam mendampingi para korban dilihat secara
hukum bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang dapat diberikan
oleh paralegal seperti edukasi dalam penyuluhan hukum, tindakan
pendampingan yang dilakukan oleh paralegal baik itu pendampingan secara
tugas dan kewajiban maupun peranan lainnya sebagai pembantu hukum telah
efektiif secara umum ditinjau dari seluruh aspek dari proses pendampingan

hingga pasca proses keputusan hasil.
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B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi ini maka penulis dapat diberikan
saran sebagai berikut bahwa Lembaga Paralegal di Indonesia, perlu adanya penguatan
kedudukan serta posisi Paralegal sebagai salah satu pihak pemberi bantuan hukum.
Penguatan tersebut diantaranya untuk memperjelas keberadaan kode etik, hak dan
kewajiban, serta batasan-batasan kerja paralegal, sehingga paralegal dalam
melaksanakan perannya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum tidak mengalami kebingungan.
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Anak)
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Paralegal

Sejak kapan anda bekerja sebagai Paralegal?

1
2. Apa fungsi dan peran anda sebagaai seorang paralegal?
3.
4

Berapa kasus yang anda damping selama menjadi paralegal di Kota Parepare?
Berapa kasus yang anda damping khusus padaa kekerasan KDRT di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak?

Bisakah anda menjelaskan tahapan yang anda lakukan saya mendampingi
Paralegal?

Apa saja kesulitan/hambatan yang anda rasakan selama mendampingi korban
Kekerasan KDRT?

Apakah menurut anda, bantuan paralegal memberikan kemudahan kepada
korban?
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Apakah anda merasa bahwa bantuan anda dapat dirasaakan sebagai suatu
kemamfaatan bagi paraa korban?
Apakah bantuan paralegal efektif daalam mendampingi korban kekerasan

KDRT di Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak?

Wawancara Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1.

Bagaiaman pendapat anda terkait dengan kasus korban kekerassan KDRT
dikota Parepare?

Bagaimana tanggappan anda terkait dengan peran dan tugas Paraalegal dalam
mendampingi korban kekerasan tersebut?

Apakah peran dan tugas paralegal telah dikateggorikan efektif daalam
menddampingi mereka?

Apa kekurangan dari proses pendampingan paralegal selama ini?

Berapaa juumlah kasus yang ditangani dengan dampingan paralegal di Dinas

ini?
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